PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 15a TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

a. bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 343 Peraturan

1.

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, apa bila hasil evaluasi
pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu
disusun perubahan RKPD Tahun 2020;

bahwa terjadinya Pandemi Covid-19 membuat permerintah
harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran
kegiatan pada perangkat daerah yang diarahkan untuk
menangani pandemi ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian
hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...........



Undang-Undang Nomor 47  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 Tahun
2004);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126
Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Peraturan Pemerintah.......



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 9 Tahun 2011);

18. Peraturan Daerah......



18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah

Daerah

Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019

Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012
— 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau

Nomor 13);

21.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau

Tahun 2019 Nomor 9);

22.Peraturan Bupati Malinau Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Malinau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah



3. Bupati adalah Bupati Malinau.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Perubahan Tahun
2020 yang selanjutnya disingkat RKPD-P merupakan Rencana Kerja
Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di
daerah dalam menjalankan peranya sesuai dengan kepastian dan
fungsinya masing-masing.

S. Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan
PD Kabupaten Malinau untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
Kabupaten Malinau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang
APBD.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau
Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan tahunan
Kabupaten Malinau yang menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2020 untuk menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau
Tahun 2020 sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun secara sistematika
sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan;

BAB 1I Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;



BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;

BAB VI Penutup.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah:

a.

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun
perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan Perubahan RAPBD
Tahun Anggaran 2020;dan

Sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan Renja-PD Tahun
2020.

Pasal 5

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah:

a.

b.

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2020, sehingga
dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang
optimal;dan

Untuk menyesuaikan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan,
meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;dan

3. Pergeseran kegiatan antara PD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

Pasal 5

Hal-hal yang diubah dalam RKPD 2020 meliputi:

1.

Hasil evaluasi hingga triwulan II Tahun 2020 terdapat perkembangan
keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah akibat
pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya perubahan indikator makro
daerah, perubahan kerangka pendanaan terutama pada asumsi
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

2. Adanya......



2.

1)

()

Adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa
adanya usulan dari Perangkat Daerah dalam bentuk pergeseran kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu anggaran dampak dari refocusing
anggaran untuk penanganan Covid-19;dan

Penetapan kembali program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Malinau

Pasal 6

Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 18 Agustus 2020

BUPATIMALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 15a.



